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ABSTRAK

DETERMINAN KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA
DAN PULAU JAWA

Oleh

ABHILA SHAFA ATHAYA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan kemiskinan yang ada di Pulau
Sumatera dan Pulau Jawa tahun 2016-2020. Tujuan lain dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran
Terbuka, dan Pengeluaran Perkapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra dan
Pulau Jawa. Metode dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif dan regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data
Persentase Penduduk Miskin sebagai variabel dependen (Y), dan data Upah
Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Perkapita
sebagai variabel independent (X). Hasil penelitian menunjukkan untuk Pulau
Sumatera memiliki hasil bahwa variabel upah minimum provinsi dan pengeluaran
perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin,
dan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap persentase penduduk miskin. Hasil penelitian untuk Pulau Jawa
menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi dan variabel tingkat
pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase
penduduk miskin, sedangkan variabel pengeluaran perkapita berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Kata Kunci: persentase penduduk miskin, upah minimum provinsi, tingkat
pengangguran terbuka, pengeluaran perkapita



ABSTRACT

DETERMINANTS OF POVERTY IN SUMATERA
AND JAVA ISLAND

By

ABHILA SHAFA ATHAYA

This study aims to look at the determinants of poverty in Sumatra and Java in 2016-
2020. Another objective of this research is to analyze the influence of the Provincial
Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Per Capita Expenditures on
poverty in Sumatra and Java Island. The methods and analytical tools used in this
research are descriptive analysis and panel data regression. This study uses data on
the percentage of poor people as the dependent variable (Y), and data on the
provincial minimum wage, open unemployment rate, and per capita expenditure as
the independent variable (X). The results showed that for Sumatra Island, the
provincial minimum wage and per capita expenditure variables had a negative and
significant effect on the percentage of poor people, and the open unemployment
rate variable had a positive and insignificant effect on the percentage of poor people.
The results for Java Island show that the variable provincial minimum wage and the
open unemployment rate variable have a positive and insignificant effect on the
percentage of poor people, while the per capita expenditure variable has a negative
and significant effect on the percentage of poor people.

Keywords: percentage of poor population, provincial minimum wage, open
unemployment rate, percapita expenditure
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang ataupun sekelompok orang
yang kebutuhan hak-hak dasarnya tidak dapat terpenuhi guna menjalankan,
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak (Undang-Undang
No. 24 Tahun 2004). Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan yang bukan
terjadi atas keinginan orang yang bersangkutan. Seseorang dapat dikatakan miskin
apabila memilliki tingkat pendidikan yang rendah, memiliki pendapatan dan tingkat
produktivitas kerja yang rendah, kesehatan gizi maupun kesejahteraan hidupnya
yang rendah, yang menunjukkan kondisi ketidakberdayaan (Yulianto, 2012).

Kemiskinan di Indonesia sebagai Negara berkembang, merupakan suatu masalah
yang masih terus dihadapi oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam menekan
tingkat kemiskinan di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 1970-an yang
dilakukan melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa
(Bandes). Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang diinginkan
karena mengalami tahap jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang artinya upaya
penekanan kemiskinan di tahun 1970-an kurang maksimal, menyebabkan jumlah
penduduk miskin pada awal tahun 1990-an kembali tinggi. Selain itu permasalahan
pendapatan yang tidak merata kian melebar yang mencakup antar sektor, antar
kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

Kemiskinan adalah masalah dalam kehidupan manusia, yang secara garis besar
menggambarkan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi hak-
hak dasar dalam hidupnya, umumnya kemiskinan diidentikkan dengan fenomena
kelaparan. Seseorang dapat dikatagorikan dalam kelompok miskin yaitu jika tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau belum memiliki penghasilan. Alih-alih



memenuhi konsumsi empat sehat lima sempurna atau yang biasa disebut dengan
paradigm gizi seimbang, masyarakat miskin pun tidak mampu memenuhi standar
minimum ketercukupan konsumsi kalori berdasarkan paradigma empat sehat lima
sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pedoman yang dianjurkan
oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998, yaitu 2.100 kalori per orang untuk
per harinya (Hermawati, 2015). Dalam banyak kasus, masyarakat miskin sama
sekali tidak berpatokan dengan standar konsumsi empat sehat lima sempurna atau
gizi seimbang dalam kesehariannya, mereka lebih disibukkan dengan upaya
mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu juga, terutama

kebutuhan konsumsi (Harianto, 2013).

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia Menurut Pulau Tahun 2017

No Pulau Persentase
1 Bali dan Nusa Tenggara 14,71
2 Jawa 10,01
3 Kalimantan 6,25
4 Maluku dan Papua 21,45
5 Sulawesi 11,05
6 Sumatera 10,97

Sumber: BPS Indonesia 2018

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, bahwa masih tingginya
masyarakat miskin di Indonesia hingga diketahui mencapai angka 26,58 juta jiwa
atau 10,12% pada September 2017, tetapi angka tersebut sedikit menunjukkan
penurunan bila diacukan pada angka bulan Maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta jiwa
atau 10,64% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Presentase
kemiskinan Tahun 2017 di Sumatera sebesar 10,97%, dan Jawa sebesar 10,01%.
Tetapi bila dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, Pulau Jawa masih
mendominasi dengan jumlah 13,94 juta jiwa. Sementara untuk Pulau Sumatera

berjumlah 5,97 juta jiwa.

Pembangunan di Indonesia masih terus menghadapi tantangan ketimpangan
pembangunan yang tidak merata antar individu maupun antar wilayah, sehingga
ketimpangan sudah cukup menjadi persoalan yang sangat penting untuk
dibicarakan. Selain masalah ketimpangan antar individu, pembangunan di

Indonesia juga masih mengatasi masalah ketimpangan antar wilayah, baik antar



Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta
ketimpangan antar daerah yang masih terbelakang dan daerah yang sudah lebih
maju. Dilihat berdasarkan sifat perbedaan antar daerah yang terjadi, daerah
Kawasan Barat Indonesia (KBI) memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 80%, khususnya Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Sedangkan,
Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih belum memberikan konstribusi yang terbak
dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kesenjangan juga dapat dilihat dari nilai
rata-rata persentase penduduk miskin di kedua kawasan, yang menunjukkan angka
43% untuk rata-rata persentase penduduk miskin di wilayah Kawasan Barat
Indonesia (KBI), dan 57% untuk rata-rata persentase penduduk miskin di wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Soleh, 2015). Dalam penelitian ini, Pulau
Sumatra akan dibandingkan dengan Pulau Jawa dengan alasan kedua pulau tersebut
merupakan dua pulau yang sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. Berdasarkan informasi dari (BPS) 2017, bahwa pertumbuhan ekonomi di
Pulau Jawa menunjukkan angka sebesar 5,41% dan Pulau Sumatera sebesar 4,09%.
Meskipun kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kedua pulau tersebut cukup
tinggi, namun isu kemiskinan masih menjadi salah satu isu utama yang ada di kedua
wilayah pulau tersebut. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan angka
persentase penduduk miskin dari masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan

Pulau Jawa.

Tabel 1.2. Persentase Penduduk Miskin Masing-Masing Provinsi di Pulau
Sumatera Tahun 2016-2020 (dalam persen)

Persentase Penduduk Miskin

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
1  Aceh 1,22 1,22 1,20 1,18 1,17 1,20
2 Bengkulu 1,23 1,21 1,18 1,18 1,17 1,2
3 Jambi 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,89
4 Lampung 1,15 1,13 1,11 1,10 1,09 1,12
5 Riau 0,90 0,89 0,86 0,85 0,83 0,86
6 Sumatera Barat 0,85 0,83 0,82 0,80 0,79 0,82
7 Sumatera Selatan 1,13 1,12 1,10 1,10 1,10 1,11
8 Sumatera Utara 1,01 1,00 0,96 0,94 0,94 0,97
9  Kep. Bangka Belitung 0,71 0,717 0,72 066 0,65 0,69
10 Kep. Riau 0,77 0,78 0,79 0,77 0,77 0,77

Total Rata-Rata 0,96

Sumber: BPS Indonesia 2021



Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi persentase
penduduk miskin masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2016-2020 ada
di Provinsi Aceh dengan angka 1,20%. Sedangkan rata-rata terendah terdapat pada
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 0,69%. Hampir di semua
provinsi pada setiap tahunnya menunjukkan angka penurunan dari tahun

sebelumnya pada Pulau Sumatera.

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Miskin Masing-Masing Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2016-2020 (dalam persen)

Persentase Penduduk Miskin

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata

1 DKl Jakarta 057 057 055 054 067 0,58

2 Jawa Barat 095 094 087 083 092 0.90

3 Jawa Tengah 112 111 105 103 112 108

4 DI Yogyakarta 112 111 108 106 116 111

5 Jawa Timur 108 107 104 101 118 107

6  Banten 073 073 071 070 093 0.76
Total Rata-Rata 0,92

Sumber: BPS Indonesia 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi persentase
penduduk miskin masing-masing Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020 ada pada
provinsi DI Yogyakarta dengan angka 1,11%. Disusul oleh rata-rata persentase
penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dengan angka 1,08%. Sedangkan untuk
rata-rata persentase penduduk miskin terendah terdapat pada Ibu Kota Indonesia,
DKI Jakarta dengan angka 0,58%.

Usaha pengentasan kemiskinan yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan
membuat kebijakan, misalnya melalui program pengentasan kemiskinan.
Penentuan kebijakan ini tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah yang
nantinya akan diberlakukan kepada masing-masing wilayah tersebut. Pada
penelitian terdahulu milik (Setiawati & Setiawan, 2012), telah memperlihatkan
hasil yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi,
tingkat pengangguran terbuka, tingat partisipasi angkata kerja, dan alokasi bantuan
langsung masyarakat merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat persentase

penduduk miskin di Jawa Timur.



Permasalahan kemiskinan di Indonesia banyak terjadi karena diakibatkan oleh
beberapa unsur, diantaranya yaitu rendahnya tingkat upah, tingginya tingkat
pengangguran, dan IPM yang masih kurang (Ningrum, 2017). Upah sendiri
merupakan turunan dari teori produksi Q = f (K,L), dimana penawaran dan
permintaan tenaga kerja, sebagai faktor penting dalam komponen produksi,
seringkali dipengaruhi oleh besar kecilnya upah yang ditawarkan oleh perusahan.
Upah merupakan sumber penghasilan, yang dengan kata lain upah merupakan
bayaran atas sesuatu yang telah dikerjakan oleh seseorang. Apabila sumber
penghasilan rendah maupun cenderung stagnan maka kesejahteraan juga rendah
atau stagnan, maka hal tersebut juga pasti dapat berimbas pada tingkat kemiskinan.
Tingginya upah yang dibayarkan akan mensejahterakan pekerjanya, karena dengan
upahan yang besar, pekerja berpeluang untuk dapat menunaikan kebutuhan dalam

hidupnya dan jauh dari kategori miskin.

Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi suatu patokan minimal yang diterapkan
oleh para pebisnis dan pelaku industri dalam membayarkan upahan untuk para
pekerjanya. Menurut Permen No.1 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, upah minimum
merupakan upahan bulanan terendah yang merangkup upahan pokok dan termasuk
didalamnya tunjangan tetap, dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur yang
didasari oleh anjuran dari Dewan Pengupahan dan biasanya standar upahan
minimum tersebut berlaku untuk satu tahun berjalan. Dikarenakan pencapaian
kebutuhan yang diperlukan dan sesuai di tiap daerah tidak sama, maka standar

minimum ini disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tabel 1.4. Upah Minimum Provinsi (UMP) Masing-Masing Provinsi di Pulau
Sumatra 2016-2020 (dalam ribu rupiah)

Upah Minimum Provinsi (UMP)

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
1  Aceh 2.119 2.500 2.718 2.936 3.165 2.687
2 Bengkulu 1.605 1.737 1.889 2.040 2.214 1.897
3 Jambi 1.907 2.064 2.244 2.424 2.630 2.254
4  Lampung 1.763 1.908 2.075 2.241 2.432 2.084
5 Riau 2.095 2.267 2.464 2.662 2.889 2.475
6  Sumatera Barat 1.801 1.949 2.119 2.289 2.484 2.128
7  Sumatera Selatan 2.206 2.388 2.596 2.806 3.043 2.608
8  Sumatera Utara 1.812 1.961 2.132 2.303 2.499 2.142
9  Bangka Belitung 2.342 2.535 2.755 2.977 3.230 2.768
10 Kep. Riau 2.179 2.358 2.564 2.770 3.005 2.575

Sumber: BPS Indonesia 2021



Tabel 1.4 data upah minimum masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera diatas
menunjukkan bahwa upah selalu bertambah atau naik di setiap Provinsi tiap
tahunnya. Banyaknya unsur pengaruh tingkatan upah antara lain seperti peraturan
pemerintah, permintaan dan penawaran tenaga kerja, kondisi pasar, kesepakatan
kerja, dan lainnya. Upah juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti
evaluasi jabatan dengan kesepakatan upah dalam bekerja. Telihat pada tabel,
Provinsi di Pulau Sumatera dengan UMP tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan rata-rata UMP lima tahun sebesar Rp 2.768.000,-. Dan
rata-rata UMP terendah Pulau Sumatera yaitu Provinsi Bengkulu sebesar Rp
1.897.000,-.

Upah minimum provinsi yang terlalu tinggi dapat menjadi unsur yang dapat
menurunkannya penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Karena dengan
tingginya tingkat upahan yang berlaku, menjadikan tenaga kerja yang dipekerjakan
oleh perusahaan akan lebih sedikit. Dari data statistik tersebut, dapat dilihat jika
keseluruhan provinsi yang ada di Pulau Sumatera menetapkan nilai upahan yang
lebih tinggi dibandingkan provinsi di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta sebagai Ibu
Kota.

Tabel 1.5. Upah Minimum Provinsi (UMP) Masing-Masing Provinsi di Pulau
Jawa 2016-2020 (dalam ribu rupiah)

Upah Minimum Provinsi (UMP)

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
1 DKI Jakarta 3.100 3.356 3.648 3.941 4.276 3.664
2 Jawa Barat 1.258 1.421 1.544 1.668 1.810 1.540
3 Jawa Tengah 1.367 1.367 1.486 1.605 1.742 1.513
4 DI Yogyakarta 1.338 1338 1.454 1571 1.705 1.481
5 Jawa Timur 1.388 1.388 1509 1.630 1.769 1.537
6 Banten 1.784 1931 2.099 2.268 2.461 2.109

Sumber: BPS Indonesia 2021

Tabel 1.5 memperlihatkan standar angka upah minimum pada masing-masing
Provinsi yang berada di Pulau Jawa pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Di
beberapa Provinsi memperlihatkan angka yang cenderung stagnan di dua tahun
berturut-turut, dan menunjukkan kenaikan pada tahun berikutnya. Pemberian upah
harus mempertimbangkan komponen biaya hidup di suatu wilayah, seperti biaya



hidup di kota-kota besar cenderung lebih tinggi dibandingkan kota-kota kecil
ataupun di desa. Sebagai contoh, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia
menunjukkan standar angka upahan minimum tertinggi diantara provinsi lainnya,
yaitu sampai menginjak angka Rp 4.276.000,- pada tahun 2020, dan dengan rata-
rata lima tahun sebesar Rp 3.664.000,-.

Selain upah minimum yang rendah, tingginya tingkat pengangguran juga menjadi
faktor penyebab kemiskinan. Karena saat angka pengangguran meningkat, itu
mengartikan bahwa ada banyaknya orang yang tidak produktif sehingga orang
tersebut tidak memiliki pendapatan, dengan kata lain orang tersebut akan kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya tingkat pengangguran tidak
terlepas dari faktor rendahnya kesempatan, terlalu sedikitnya lapangan pekerjaan
yang tersedia, dan juga kualitas sumber daya manusia yang terbilang masih rendah
yang berakibat pada ketidakmampuan bekerja dan ketidakmampuan menciptakan
lapangan pekerjaan. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan variable
tingkat pengangguran terbuka, karena pengangguran terbuka ialah orang dengan
umur yang termasuk dalam angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki
pekerjaan, dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan meskipun telah mencoba

dengan maksimal untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam penelitiannya, (Jundi, 2014) mengutarakan kalau tingkat pengangguran
terbuka tumbuh akibat perkembangan lapangan pekerjaan yang terbilang lambat
dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang berkembang lebih cepat. Tingkat
pengangguran yang terlampau tinggi menjadi salah satu bayangan atas
ketidakberhasilan pembangunan suatu Negara akibat ketidakseimbangan yang
terjadi antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal
tersebut sesuai pada hasil penelitian oleh (Putra & Arka, 2016) yang
memperlihatkan hasil jika tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif
signifikan terhadap kemiskinan, yang mana hasil tersebut mengindikasikan bahwa
semakin besar tingkat pengangguran, maka semakin besar juga tingkat kemiskinan
di suatu daerah, maupun juga sebaliknya. Berikut menampilkan tabel data tingkat

pengangguran terbuka pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam persen.



Tabel 1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Masing-Masing Provinsi di Pulau
Sumatera 2016-2020 (dalam persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 ';aattaa'
1 Aceh 0,87 0,81 0,80 0,79 0,81 0,82
2 Bengkulu 0,51 0,57 0,52 0,51 0,60 0,54
3 Jambi 0,60 0,58 0,57 0,60 0,71 0,61
4  Lampung 0,66 0,63 0,60 0,60 0,66 0,63
5 Riau 0,87 0,79 0,77 0,76 0,8 0,79
6  Sumatera Barat 0,70 0,74 0,75 0,73 0,83 0,75
7 Sumatera Selatan 0,63 0,64 0,63 0,65 0,74 0,66
8 Sumatera Utara 0,76 0,74 0,74 0,73 0,83 0,76
9  Kep. Bangka Belitung 0,41 0,57 0,55 0,55 0,72 0,56
10 Kep. Riau 0,88 0,85 0,90 0,87 1,01 0,90

Sumber: BPS Indonesia 2021

Tabel 1.6 memperlihatkan angka tingkat pengangguran terbuka dari masing-masing
Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2016 - 2020 menggunakan satuan persen.
Dapat terlihat dari tabel bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau
Sumatera ada pada Provinsi Kepulauan Riau, angka rata-rata selama lima tahun
yaitu 0,90%. Sedangkan terlihat pada tabel bahwa tingkat pengangguran terbuka
terendah di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu, angka rata-rata selama
lima tahun yaitu 0,54%, dan disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung yang

memiliki angka rata-rata selama lima tahun yaitu 3.76%.

Tabel 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Masing-Masing Provinsi di Pulau Jawa
2016-2020 (dalam persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
1 DKI Jakarta 0,78 0,85 0,82 0,81 1,03 0,86

2 Jawa Barat 0,94 0,91 0,91 0,90 1,01 0,94

3  Jawa Tengah 0,66 0,65 0,65 0,64 0,81 0,68

4 DI Yogyakarta 0,43 0,48 0,52 0,50 0,65 0,52

5 Jawa Timur 0,62 0,60 0,59 0,58 0,76 0,63

6 Banten 0,95 0,96 0,92 0,90 1,02 0,95

Sumber: BPS Indonesia 2021

Tabel 1.7 memperlihatkan angka tingkat pengangguran terbuka di masing-masing
Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2016 - 2020 menggunakan satuan persen. Dapat
dilihat pada tabel bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar di Pulau Jawa
terdapat di Provinsi Banten dengan rata-rata selama lima tahun yaitu 0,95%. Dapat
dilihat pula pada tabel bahwa tingkat pengangguran terbuka terendah di Pulau Jawa



terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata selama lima tahun adalah
0,52%.

Kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya angka pengangguran bukan semata
diakibatkan oleh kekurangan lapangan pekerjaan, namun dapat juga disebabkan
oleh masyarakat yang kurang memenuhi ketercukupan konsumsinya sehari-hari.
Pengeluaran seseorang dapat dijadikan tolak ukur untuk kesejahteraan hidupnya.
Apabila seseorang mendapatkan upahan yang lebih, umumnya orang tersebut
cenderung akan menambah pengeluarannya. Yang mana hal itu menunjukkan kalau
semakin tinggi pengeluaran seseorang, akan semakin sejahtera dan berkualitas

hidupnya, yang artinya orang tersebut dapat keluar dari kategori miskin.

Penelitian oleh (Pratama, 2021) menyebutkan hasil yaitu variabel pengeluaran
perkapita berpengaruh secara negatif signifikan pada tingkat kemiskinan, dan
disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan multidimensi akan menurun seiring
meningkatnya pengeluaran perkapita. Keadaan ini sejalan pada teori yang
dikatakan oleh Keynes yaitu apabila seorang individu memperoleh tambahan
pendapatan, umumnya orang tersebut juga akan meningkatkan konsumsinya, tetapi
besaran tambahan konsumsi tersebut tidak akan setinggi tambahan dari
pendapatannya. Berikut merupakan data yang memperlihatkan pengeluaran
perkapita pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam satuan ribu rupiah.

Tabel 1.8. Pengeluaran Perkapita Masing-Masing Provinsi di Pulau Sumatera
2016-2020 (dalam ribu rupiah)

Pengeluaran Perkapita

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Fgg
1 Aceh 8768 8957 9186 9603 9492 9.201
2 Bengkulu 9492 9778 10162 10409 10380  10.044
3 Jambi 9795 9.880  10.357 10592 10392  10.203
4 Lampung 9.156 9.413 9.858 10.114 9.982 9.705
5  Riau 10465 10677 10968 11.255 10.675  10.808
6  Sumatera Barat 10126 10306 10638 10.925 10.733  10.546
7 Sumatera Selatan 9935 10220 10.652 10937 10652  10.479
8  SumateraUtara 9.744 10036 10391 11115 10420  10.341
9 Bangka Belitung 11.960 12.066 12.666 12.959 12.794  12.489
10 Kep. Riau 13359 13566 13.976 14.466 14209  13.915

Sumber: BPS Indonesia 2021
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Tabel 1.8 memperlihatkan data pengeluaran perkapita pada masing-masing
Provinsi di Pulau Sumatera dalam lima tahun, diawali pada tahun 2016 - 2020
dalam ribuan rupiah. Tabel diatas memperlihatkan bahwa pengeluaran perkapita
terbesar di Pulau Sumatera berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata
selama lima tahun yaitu Rp 13.915.000,- yang kemudian disusul oleh Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp
12.489.000,-. Dan tabel diatas juga memperlihatkan Provinsi dengan pengeluaran
perkapita terendah di Pulau Sumatera berada di Provinsi Aceh dengan rata-rata

selama lima tahun yaitu Rp 9.201.000,-.

Tabel 1.9. Pengeluaran Perkapita Masing-Masing Provinsi di Pulau Jawa 2016-
2020 (dalam ribu rupiah)

Pengeluaran Perkapita

No Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
1 DK Jakarta 17.468 17.707  18.128  18.527 18.227 18.011
2 Jawa Barat 10.035 10.285 10.790  11.152 10.845 10.621
3 Jawa Tengah 10.158  10.377  10.777 11.102 10.930 10.668
4 DI Yogyakarta 13.229 13521 13.946 14394 14.015 13.821
5 Jawa Timur 10.715 10.973 11.380 11.739 11.601 11.282
6 Banten 11.469  11.659  11.994 12.267 11.964 11.871

Sumber: BPS Indonesia 2021

Tabel 1.9 memperlihatkan data pengeluaran perkapita di masing-masing Provinsi
di Pulau Jawa selama lima tahun, diawali pada tahun 2016 - 2020 dalam ribu rupiah.
Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa Provinsi di Pulau Jawa dengan pengeluaran
perkapita terbesar ada di Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta dengan rata-rata selama
lima tahun yaitu Rp 18.011.000,-. Dan terlihat pula pada tabel bahwa Provinsi di
Pulau Jawa dengan pengeluaran perkapita terendah ada di Provinsi Jawa Barat

dengan rata-rata selama lima tahun yaitu Rp 10.621.000,-.

Dalam penelitiannya, (Meimela, 2019) mendapatkan hasil bahwa pengeluaran
perkapita berpengaruh negatif signifikan pada kemiskinan di Indonesia. Dapat
dikatakan setiap kenaikan pengeluaran perkapita akan dapat menurunkan
kemiskinan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan agar pengeluaran
perkapita penduduk dapat meningkat dan berpengaruh terhadap penurunan

kemiskinan.
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Terdapatnya upah minimum suatu wilayah yang lebih besar dari wilayah
tetangganya, akan berpotensi menarik perhatian para tenaga kerja menjadi
bermigrasi ke wilayah tetangganya yang memiliki upahan minimum yang lebih
besar (Nuhradi & Widyawati, 2019). Berdasarkan data dari (BPS) 2019 mengenai
penduduk migran risen, diketahui bahwa Provinsi dengan persentase migran risen
masuk terbanyak adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan angka 9,7%. Selanjutnya
diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,4% dan DKI Jakarta sebesar 4,8%.
Migran risen sendiri merupakan seseorang yang provinsi domisilinya 5 tahun lalu
berbeda dengan provinsi domisilinya pada saat pencacahan. 34,8% migran risen
berusia 20-39 tahun yang berarti pola migran risen ini cenderung tinggi di usia
produkktif. 64,2% migran risen berststus bekerja yang mana 6 dari 10 migren risan
tersebut bekerja di sektor jasa sebagai buruh atau karyawan. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang melakukan migrasi adalah untuk
mendapatkan peluang dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
mensejahterakan hidupnya. Orang-orang yang melakukan migrasi melihat adanya
harapan untuk memperoleh kesempatan dalam memperbaiki taraf hidupnya seperti

mendapatkan upahan minimum yang lebih besar dibanding tempat tinggal lamanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka,
dan Pengeluaran Perkapita terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatra?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka,

dan Pengeluaran Perkapita terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, tingkat
pengangguran terbuka, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Pulau
Sumatra dan Pulau Jawa.

2. Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama dapat

mempengaruhi variabel terikat.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis : Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1)
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan
bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan di waktu yang
akan datang.

3. Bagi Pembaca : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi

maupun menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Kemiskinan

Fenomena Miskin sering kali dimaknakan seperti kondisi saat seseorang mengalami
kelemahan ekonomi maupun barang guna menentukan keberlangsungan hidupnya.
Mengutip BPS (2012), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksanggupan
seseorang dari segi perekonomian dalam mencukupi kebutuhan dasar, yaitu
makanan maupun yang bukan makanan, yang dipatok dari segi pengeluarannya.
Kemiskinan merupakan situasi keterbatasan yang timbul bukan karena keinginan
seorang Yyang bersangkutan. Seorang penduduk dikategorikan miskin jika
dipatokkan pada rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan,
kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya, yang menggambarkan lingkaran
ketidakberdayaan (Tjahya Supriatna (1997), n.d.). Dari berbagai pendefinisian
kemiskinan di atas, disimpulkan bahwa kemiskinan yaitu kondisi ketidakmampuan
seseorang dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya dalam hidup seperti pangan,
perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mahsunah, 2013).

Berikut merupakan pemahaman utama tentang kemiskinan adalah:

a. Gambaran Materi, yang melingkupi kebutuhan primer atau kebutuhan harian,
seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

b. Gambaran Sosial, termasuk di dalamnya keterkucilan sosial, kebergantungan,
dan ketidaksanggupan dalam partisipasi kehiduan bermasyarakat.

c. Gambaran Penghasilan, yang melingkupi kekurangannya pendapatan dan
kekayaan, diartikan pada banyaknya upahan dan banyaknya anggota
sekeluarga. Menurut BPS Indonesia, rumahtangga yang miskin biasanya
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memiliki anggota keluarga yang banyak daripada rumahtangga yang tidak

miskin.

2. Teori Upah

Produksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang merubah input menjadi output.
Upah sendiri merupakan turunan dari teori produksi. Adapun fungsi dari produksi

itu sendiri adalah:

Q=f(K,L)
Dimana:
Q = Output
K = Input Modal

L = Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat digolongkan sebagai salah satu unsur terpenting dalam
komponen produksi selain modal. Penawaran dan permintaan tenaga Kkerja
seringkali diakibatkan oleh besarnya upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Salah
satu faktor kesejahteraan masyarakat adalah tercukupinya segala kebutuhan untuk
keberlangsungan hidupnya. Semakin besarnya upahan yang diberikan kepada
pekerja, akan semakin sejahtera hidupnya, dan akan semakin jauh dari kata
kekurangan dan kemiskinan. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, mengartikan upahan selaku hak pekerja ataupun buruh yang
dibayarkan dan direpresentasikan pada bentuk uang selaku intensif dari pekerjaan
yang telah dilakukan dan yang telah ditetapkan berdasarkan suatu persetujuan kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya tunjangan
bagi pekerja ataupun buruh beserta keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang
telah atau akan dilaksanakan. (Moekijat, 2015)

Upahan diberikan sebagai wujud balasjasa yang wajar dan pantas diberikan pada
para pekerja atas jasanya dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Upah
biasanya diberi kepada pekerja ataupun buruh berpacu pada lamanya jam kerja,
input yang dapat dihasilan, maupun banyaknya layanan yang diberikan. Dari

banyaknya definisi yang menjelaskan soal perupahan yang telah disebutkan, dapat
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diasumsikan bahwa upah ialah wujud balasjasa yang dibayarkan kepada pekerja
dari pemilik usaha atau pemberi kerja, atas jasa yang telah dikeluarkan untuk
perusahaan berpacu pada lamanya jam keja ataupun input yang telah dihasilkan,
serta terdapatnya perjanjian antar pekerja dan pemberi kerja dalam penentuan besar

upahan.

Upah Minimum sendiri ialah acuan standar minimal yang dianut oleh para
pengusaha msupun pelaku industri guna menentukan pemberian bayaran kepada
para pekerjanya di dalam lingkupan usaha atau kerjanya. Dikarenakan berbedanya
tingkat besaran pemenuh kebutuhan layak di setiap provinsi, maka dari itu
disebutlah Upah Minimum Provinsi (UMP). Permen no.1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat
1, Upah Minimum merupakan bayaran bulanan terendah yang termasuk
didalamnya upah pokok maupun tunjangan tetap yang dikukuhkan melalui
Keputusan Gubernur berdasarkan anjuran dari Dewan Pengupahan dan berlaku

untuk satu tahun berjalan.

3. Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam bukunya, Sukirno (2011) mengatakan bahwa pengangguran dapat
menurunkan tingkat kesejahteraan seseorang, Yyang disebabkan karena
berkurangnya atau tidakadanya pendapatan orang tersebut. Efek yang disebabkan
oleh tingginya tingkat pengangguran sangatlah buruk. Semakin turunnya
pendapatan yang dimiliki seseorang berakibat pada peningkatan kesempatan orang
tersebut untuk terjebak pada kemiskinan. Pengangguran terbuka merupakan salah
satu dari banyaknya macam jenis pengangguran. Pengangguran yang umumnya
disebabkan akibat berkembangnya tenaga kerja dengan sedikitnya lapangan kerja
yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki kesempatan kerja

yang kemudian disebut dengan istilah pengangguran terbuka.

Definisi pengangguran yang diasumsikan oleh (Djohanputro, 2008) yaitu orang-
orang yang berkemauan bekerja, atau mencoba mencari pekerjaan (pengembangan)

tetapi belom menemukannya. Seorang yang menganggur adalah orang yang tidak
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mempunyai pekerjaan maupun penghasilan, yang sedang berusaha mencari

pekerjaan.

4. Teori Pengeluaran Perkapita

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Keynes, ketika pendapatan seseorang
bertambah, maka secara otomatis orang tersebut akan menambah konsumsi atau
pengeluarannya (Mankiw, 2013). Dengan kata lain, ketika pendapatan seseorang
meningkat, umumnya orang tersebut semestinya memiliki kecondongan
peningkatan konsumsi yang dengan kata lain orang tersebut telah meningkatkan

pengeluarannya.

Menganut pada BPS (2019), pengeluaran perkapita ialah keseluruhan biaya yang
dikeluarkan dalam kebutuhan konsumsi seluruh anggota rumahtangga pada periode
tertentu yang disesuaikan dengan jumlah anggota rumahtangga, mengacu pada
paritas daya beli. Paritas daya beli sendiri dihitung dengan menyeseuaikan Kota
Jakarta Selatan dengan tahun rujukan adalah tahun 2012. Data pengeluaran
perkapita sendiri digunakan merujuk indikator pengeluaran makan dan non
makanan untuk mengungkap pola konsumsi rumahtangga secara global. Dari
susunan pengeluaran perkapita tersebut, bisa menjadi ukuran guna menaksir
tingkatan kesejahteraan ekonomi penduduk, apabila presentase pengeluaran
perkapita untuk konsumsi makan kepada total pengeluaran semakin rendah, maka
akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Hukum Engel mengatakan, semakin
tinggi pengeluaran non makanan seseorang, berarti semakin meningkat juga
kesejahteraan orang tersebut. Dan sebaliknya, jika pengeluaran non makanan

seseorang semakin rendah, maka semakin rendah pula kesejahteraannya.

B. Hubungan Antar Variabel
1. Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan

Salah satu faktor kesejahteraan masyarakat adalah tercukupinya segala kebutuhan

untuk keberlangsungan hidupnya. Tingginya upahan yang diterima oleh seorang
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pekerja, akan semakin mensejahterakan hidupnya, dan akan semakin jauh dari kata
kekurangan dan kemiskinan. Dan juga upah minimum regional pada suatu daerah
dengan angka yang tinggi berarti mencerminkan tingkatan ekonominya yang
semakin tinggi pula. Jadi, upah minimum yang Kkecil pada suatu daerah,
mengartikan bahwa semakin rendah juga ekonominya, yang berkaitan dengan
ketidaksejahteraan penduduknya dan berakibat pada kemiskinan. Salah satu unsur
yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yaitu besaran upah minimum. Upah
minimum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat
kemiskinan. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mencerminkan daya
beli masyarakat secara nyata (Woyanti, 2013).

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Tingkat Pengangguran Terbuka dianggap sebagai salah satu faktor penyebab
kemiskinan, karena seorang yang menganggur tentu saja tidak berpenghasilan, dan
berarti orang tersebut tidak mempunyai kemampuan dalam mencukupi keperluan
hidupnya secara layak. Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara baik,
mereka akan termasuk dalam kategori masyarakat yang miskin dan mengakibatkan
membengkaknya angka penduduk msikin di suatu daerah. Jumlah penduduk yang
terus bertambah, sementara dengan lapangan pekerjaan yang terbatas,
mengakibatkan penduduk banyak yang menjadi pengangguran. Dan tingginya
angka pengangguran akan berakibat pada kemiskinan.

3. Hubungan Pengeluaran Perkapita terhadap Kemiskinan

Masyarakat atau seseorang yang miskin, mereka cenderung sibuk memikirkan
upaya untuk menghasilkan pendapatan, dan pendapatan yang didapat pun hanya
difokuskan untuk konsumsi makanan di hari itu juga. Alhasil, mereka harus bisa
membagi pendapatannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang terjadi
adalah mereka akan menekan pola kualitas makannya. Selain itu, besaran proporsi
pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan tingkatan kesejahteraan

suatu masyarakat, pernyataan ini sesuai pada teori Hukum Engel.
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Tabel 1.10. Penelitian Terdahulu

18

NO PENELITI JUDUL VARIABEL METODE HASIL

1 Shinta Setya Analisis Pengaruh  TPT, IPM, Metode Hasil regresi
Ningrum Tingkat dan upah regresi data ~ menunjukkan bahwa
(2017) Pengangguran minimum panel nilai Adjusted R-

Terbuka, Indeks Square sebesar
Pembangunan 0,993546 yang
Manusia, dan artinya 99,35 persen
Upah Minimum variasi jumlah
Terhadap Jumlah penduduk miskin (Y)
Penduduk Miskin dapat dijelaskan oleh
di Indonesia variabel independen
Tahun 2011-2015 dalam model statistik
yaitu TPT, IPM, dan
upah minimum.

2 Vonesa Analisis Pola Persentase Metode Variabel yang
Devi Laswinia Hubungan penduduk regresi berpengaruh
(2016) Persentase miskin, spasial signifikan yaitu

Penduduk Miskin  IKHL, IPM, IKLH (X1)
dengan Faktor Kepadatan merupakan faktor
Lingkungan, penduduk, lingkungan, IPM
Ekonomi, dan Laju (X2) dan kepadatan
Sosial Di pertumbuhan penduduk (X4)
Indonesia ekonomi, merupakan faktor
Menggunakan penganggura sosial, dan laju
Regresi Spasial n terbuka pertumbuhan
ekonomi (X3) dan
tingkat pengangguran
terbuka (X5) adalah
faktor ekonomi.

3 Musa Al Jundi  Analisis Faktor Tingkat Metode Hasil regresi
& Dwistia yang kemiskinan,  regresi data  menunjukkan bahwa
Poerwono Mempengaruhi rata-rata panel PDRB, rata-rata lama
(2014) Tingkat lama sekolah, dan UMR

Kemiskinan sekolah, berpengaruh negatif
Provinsi-Provinsi ~ PDRB, dan signifikan
di Indonesia. UMR, terhadap tingkat
tingkat kemiskinan. Tingkat
penganggura pengangguran dan
n, tingkat tingkat inflai
inflasi berpengaruh positif
signifikan terhadap
tingkat
pengangguran.

4 Lindawati dan  Analisis Tingkat Tingkat Analisis Hasil kajian
Subhechanis Kemiskinan dan Ketahanan statistik menunjukkan bahwa
Saptanto Ketahanan Pangan, deskriptif besarnya rata-rata

Pangan Tingkat dengan proporsi pengeluaran
Berdasarkan Kemiskinan, teknik pangan terhadap total
Tingkat Pengeluaran  tabulasi pengeluaran rumah
Pengeluaran Konsumsi silang tangga pembudidaya
Konsumsi pada Kalori dan di Desa Sumur
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NO PENELITI JUDUL VARIABEL METODE HASIL
Rumah Tangga Protein Gintung sebesar 44 %
Pembudidaya Rumah dan proporsi
Ikan (Studi Kasus  Tangga. pengeluaran non
Di Desa Sumur pangan terhadap total
Gintung, pengeluaran rumah
Kabupaten tangga sebesar 56 %.
Subang, Jawa
Barat)

5 Durrotul Analisis Pengaruh  Jumlah Metode Hasil regresi

Mahsunah Jumlah Penduduk, penduduk, regresi panel  menunjukkan bahwa
Pendidikan dan pendidikan, variabel jumlah
Pengangguran penganggura penduduk dan
Terhadap n pendidikan tidak
Kemiskinan di berpengaruh terhadap
Jawa Timur kemiskinan,
sedangkan variabel
pengangguran
berpengaruh terhadap
kemiskinan.

6 Eka Nurcitra Mengukur Penganggura Metode Hasil dari penelitian
Ayu Ningtias, Dampak n, tingkat regresi ini adalah bahwa
Andi Faisal Pengangguran, pendidikan, berganda variabel
Anwar Tingkat upah pengangguran,

Pendidikan, Upah  minimum, tingkat pendidikan,
Minimum, dan pengeluaran upah minimum dan
Pengeluaran perkapita, pengeluaran
Perkapita kemiskinan perkapita
Terhadap berpengaruh positif
Kemiskinan di signifikan terhadap
Kota Makassar kemiskinan di Kota
Makassar

7 Anindya Sen,  Teen GDP, Rasio  Regresi OLS  Estimasi OLS
Kathleen employment, pekerjaan menghasilkan
Rybczynski, poverty, and the terhadap elastisitas upah
Corey Van De  minimum wage: populasi minimum.

Waal Evidence from remaja, Sehubungan dengan

Canada Rata-rata pengaruh upah

pendapatan minimum terhadap
tahunan, persentase keluarga
Upah yang jatuh dibawah
Minimum, batas penghasilan
Alokasi rendah, menyiaratkan
Transfer elastisitas.
Daerah

8 Thiess Spatial Upah Analisis Poin utamanya adalah
Buettner, Implications of minimum, Spasial gagasan bahwa upah
Alexander Minimum Wages  Penghasilan, minimum jauh lebih
Ebertz Pendidikan ketat di pedesaan

dan tetapi mungkin agak
Pekerjaan, tidak efektif bagi
Kepadatan orang yang bekerja di

Penduduk,

kota.
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D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian dan variabel yang digunakan, kerangka pemikiran

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

[ Persentase Penduduk Miskin ]

|
v ! ! ;

Teori Teori Upah Teori Teori
Kemiskinan Pengangguran Pengeluaran

Persentase Upah Minimum Tingkat Pengeluaran
Penduduk Provinsi (X1) Pengangguran Perkapita (X3)
Miskin (Y) Terbuka (X2)

l

Kemiskinan Pulau
Sumatera dan Pulau Jawa

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

1. Diduga bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh secara negatif dan
signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra dan Pulau
Jawa.

2. Diduga bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra dan Pulau
Jawa.

3. Diduga bahwa Pengeluaran Perkapita berpengaruh secara negatif dan signifikan

terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.



111.METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jenis deskriptif menggunakan
pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian
yang didasari oleh filsafat positivism yang dipergunakan untuk penelitian populasi
ataupun suatu sampel tertentu yang sifatnya statistik, guna melakukan uji hipotesis
yang sudah ditetapkan. Metode penelitian dengan analisis deskriptif dilakukan guna
pengumpulan sesuatu realitas yang ada dan benar terjadi untuk bisa dimengerti
lebih dalam, dan pada akhirnya ditemukan data yang diperlukan sesuai tujuan

peneltian (Dasim, 2012).

2. Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder yang berbentuk data panel. Data panel sendiri
ialah hasil penggabungan dari data time series dan cross section. Dalam penelitian
ini, data yang disajikan didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun

2016-2020 untuk masing-masing Provinsi pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

B. Definisi Operasional Variabel

Segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang sudah dipilih oleh seorang peneliti untuk
dianalisis guna mempelajari agar didapat informasi tentang hal yang bersangkutan,
dan akan disimpulkan disebut dengan Variabel. Adapun variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini antara lain:
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1. Persentase Penduduk Miskin

Data persentase penduduk miskin digunakan sebagai variabel terikat dalam
penelitian ini. Data yang diteliti ialah mengambil data persentase penduduk miskin
pada masing-masing provinsi di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa tahun 2016-2020.
Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

2. Upah Minimum Provinsi

Data upah minimum provinsi (UMP) digunakan sebagai salah satu variabel bebas
dalam penelitian ini. Data UMP yang digunakan merupakan data UMP masing-
masing provinsi di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa tahun 2016-2020 yang digunakan

dalam satuan rupiah. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel
bebas yang kedua. Data tingkat pengangguran terbuka yang digunakan pada
penelitian ini merupakan data tingkat pengangguran dari masing-masing provinsi
di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa pada tahun 2016-2020 yang datanya merupakan
bentuk persentase. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

4. Pengeluaran Perkapita

Data pengeluaran perkapita dalam penelitian ini merupakan data pengeluaran
perkapita keseluruha (makanan dan non-makanan) digunakan sebagai variabel
bebas yang ketiga. Pengeluaran perkapita dihitung dalam ribuan rupiah. Data
pengeluaran perkapita yang digunakan pada penelitian ini merupakan data
pengeluaran perkapita dari masing-masing Provinsi di Pulau Sumatra dan Pulau
Jawa pada tahun 2016-2020. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia.
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C. Alat Analisis dan Metode Penelitian

Beberapa alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini,

diantaranya:

1. Regresi Data Panel

Regresi Data Panel merupakan kombinasi antar data cross section dan data time
series, dimana pada waktu yang berbeda untuk mengukur unit cross section yang
sama. Data dari berbagai individu yang sama diobservasi dalam kurun waktu
tertentu yang kemudian disebut dengan data panel. Pengolahan data dengan regresi
data panel ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yaitu Pooled
Least Square (Common Effect), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect
Model (REM). Dari berbagai model tersebut nantinya akan mendapat penentuan
model terbaik yang dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan

varibel independen.

2. Spesifikasi Model Umum

Penganalisisan model dalam data panel memiliki tiga jenis metode pendekatan

estimasi yang dapat digunakan, antara lain:

a) Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model adalah salah satu jenis pendekatan model pada data panel
yang bisa dikatakan paling sederhana sebab model ini hanya menggabungkan data
time series dan cross section. Model ini tidak menghiraukan dimensi waktu maupun
individu, sehingga disimpulkan bahwa perilaku data tetap sama di berbagai kurun
waktu. Common effect model dapat dituliskan seperti berikut:

Yie = a+ BXi  + &

Dimana:

Yit = Variabel dependen pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t
Xit = Variabel independen pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t
B = Koefisien regresi

a = Intersep model regresi
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€t = error term

b) Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model menyimpulkan bahwa konstanta antar cross section berbeda
tetapi koefisien variabel bebas tetap sama. Pada metode ini, digunakan yang
namanya dummy variable, dengan nilai 1 untuk yang variabel yang mempengaruhi,
dan nilai 0 untuk variabel yang tidak berpengaruh. Dummy digunakan untuk
mendeteksi perbedaan konstanta antar cross section. Fixed effect model dapat
dituliskan seperti berikut:

n
Yie = a1+Zak Dyi + BXi + &
k=2

Dimana:

Yit = Variabel dependen pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

Xit = Variabel independen ke-k pada observasi ke-i dan waktu ke-t

D«i = Peubah boneka ke-k unit cross section ke-i

ak = Rata-rata peubah respon jika peubah boneka ke-kbernilai 1 dan peubah

penjelas bernilai O

n = Banyaknya observasi
k = Banyaknya variabel
B = Koefisien regresi

a = Intersep model regresi
et = error term

c) Random Effect Model (REM)

Random Effect Model merupakan pendekatan yang dilalukan guna memperbaiki
inefisiensi proses least squares dengan menimbangkan error dari cross section dan
time series. Pendekatan random effect model mengopinikan bahwa efek individu
yang tidak terobservasi ataupun yang tidak terkolerasi dengan regressor atau bisa
dikatakan bersifat acak atau random. Random effect model dapat dituliskan seperti
berikut:

Yo=a+ Xy + €& =u + v +wy
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Dimana:

u; = Komponen error cross section
(2 = Komponen error time series
w;; = Komponen error gabungan

Spesifikasi model pada penelitian ini memodifikasi bentuk model yang dipilih pada
penelitian terdahulu milik (Ningrum, 2017). Adapun penelitian ini menggunakan
variabel dependen yaitu persentase penduduk miskin antar provinsi dan
menggunakan variabel independen yaitu UMP antar provinsi, tingkat pengangguran
terbuka antar provinsi, dan pengeluaran perkapita antar provinsi. Dengan model

sebagai berikut:

MISKIN;; = Bo + f1UMPy + B,TPT; + (3PP + €t

Keterangan:

MISKIN = Persentase Penduduk Miskin Provinsi i Pada Tahun t dalam
persen

UMP = Upah Minimum Provinsi i Pada Tahun t dalam rupiah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi i Pada Tahun t dalam
persen

PP = Pengeluaran Perkapita Provinsi i Pada Tahun t dalam rupiah

i = Provinsi

t = Waktu/Tahun

a = Konstanta

B1, B2, B3 = Kaoefisien

et = Error Term

D. Pemilihan Model Terbaik
1. Uji Chow

Uji Chow adalah jenis pengujian yang bertujuan untuk membandingkan model
terbaik antara Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM)
(Widarjono, 2013). Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow adalah sebagai
berikut:
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Ho : Common Effect Model
Ha : Fixed Effect Model

Untuk menolak ataupun menerima uji hipotesis di atas maka diterapkan penilaian
kepada nilai Chi Square. Apabila nilai Chi Square > 0,05 maka Ho diterima, dengan
demikian model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM),
sedangkan jika nilai Chi Square < 0,05 maka Ho ditolak dan model terbaik yang
digunakan adalah Fixed Effects Model (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk melihat perbandingan model terbaik antara Fixed
Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) untuk dapat digunakan
sebagai model regresi pada data panel (Gujarati, 2011). Hipotesis yang terbentuk
pada uji Hausman adalah seperti berikut :
Ho : Random Effect Model
Ha : Fixed Effect Model

Jika probabilitas Chi Square > 0,05 maka Ho diterima, dengan demikian model
terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Jika probabilitas Chi
Square Square < 0,05 maka Ho ditolak dan model yang digunakan adalah Fixed
Effects Model (FEM).

3. Individual Effect

Individual Effect merupakan nilai intersep dari tiap cross-section. Individual effect
didapat dari nilai konstanta (C) ditambah dengan nilai cross-effect dari tiap cross-

section.

E. Uji Asumsi Klasik
1. Deteksi Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas merupakan suatu metode yang berguna untuk mendeteksi
adakah hubungan antar variabel bebas di dalam suatu regresi. Untuk pendeteksian
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multikolinieritas dapat digunakan metode VIF (Variance Inflation Factor). Jika
nilai VIF lebih besar dari 10, maka artinya terdapat multikolinieritas antar variabel

bebas.

2. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan varian
dari residual dalam suatu model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dilihat dari
nilai probabilitas tertentu dan kesesuaian derajat kebebasan pada variabel, apabila
nilai yang dihasilkan dari tiap variabel bebas dengan residu probabilitasnya lebih
dari 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dengan hipotesis:

Ho = Homoskedastisitas

Ha = Heteroskedastisitas

F. Pengujian Hipotesis
1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel

bebas secara individu dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Gujarati, 2011).

Agar mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh secara tunggal

terhadap variabel terikat, maka diuji menggunakan uji-t dengan hipotesis sebagai

berikut :

1) Ho: pi =0, artinya variabel bebas X1, X2, dan X3 tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y.

2) Ha: Bi # 0, artinya variabel bebas X1, Xz, dan X3 mempunyai pengaruh yang
signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y.

Pengambilan keputusan dari pengujian ini dapat menggunakan 2 asumsi sebagai

berikut:

a. Jika nilai t-stat < t-tabel, maka disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti
bahwa variabel bebas secara individu berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
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b. Jika t-stat > t-tabel, maka disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini beararti
bahwa variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat.

2. UjiF

Uji F bertujuan guna melihat kadar siginifikansi pengaruh dari variabel-variabel

bebas secara bersamaan (simultan) kepada variabel terikat (Widarjono, 2013).

Dalam uji ini, hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut:

1) Ho: pi =0, artinya variabel bebas X1, Xo, dan X3 tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y.

2) Ha: Bi # 0, artinya variabel bebas X1, X2, dan X3 mempunyai pengaruh yang
signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y.

Pengambilan keputusan dari pengujian ini dapat menggunakan 2 asumsi yaitu:

a. Jika nilai F-stat < F-tabel, maka disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti
bahwa variabel bebas secara individu berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.

b. Jika F-stat > F-tabel, maka disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini beararti
bahwa variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pulau Sumatera

Variabel UMP dan Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2016-2020. Variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2016-2020.

2. Pulau Jawa

Variabel UMP berpengaruh positif dan tidak signifikan, Variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan Variabel
Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase
Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2016-2020.

B. Saran
1. Pulau Sumatera

Pulau Sumatera dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara pemerataan
pembangunan untuk hidup masyarakat yang lebih sejahtera, dengan mengkaji ulang
kebijakan dan peraturan mengenai upah minimu di Pulau Sumatera, serta
memperhatikan isu-isu yang ada dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan
mengenai tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Karena saat tingkat upah tinggi,
maka orang tersebut dapat memiliki daya beli yang tinggi yang engindikasikan

tingginya pengeluaran perkapita dan mengindikasikan kesejahteraan orang
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tersebut. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu menekan angka
pengangguran di Pulau Sumatera.

2. Pulau Jawa

Pulau Jawa dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara mengkaji ulang
kebijakan upah minimum yang berlaku, agar tingkat upah minimum tetap berada di
titik keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, untuk
mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. Koordinasi
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan di Pulau Jawa
untuk mengkaji ulang kebijakan upah dan upaya untuk menekan angka
pengangguran, dengan memperhatikan isu-isu yang ada. Dapat juga dilakukan
berbagai penyuluhan dan pelatihan untuk memulai bisnis kecil-kecilan untuk

mengurangi angka pengangguran baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera.
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